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ABSTRAK

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN ASAS TERJANGKAU
(Studi di Kabupaten Lampung Barat)

Oleh
YUDHA AJlI PRAYOGA

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.
Didaerah Kabupaten Lampung Barat masih banyak tanah yang belum bersertifikat,
hal ini disebabkan karena masih adanya pungutan/sumbangan lain diluar dari biaya
yang telah ditentukan. Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah
PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat? (2) Bagaimanakah
Pemenuhan Asas Terjangkau dalam PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Barat? (3) Apakah Faktor Penghambat dalam PTSL di Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Barat?

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis data
terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara
dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada
Kantor Pertanahan Lampung Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur penyelenggaraan PTSL, pelaksanaan kegiatan
PTSL, penyelesaian kegiatan PTSL, dan pembiayaan. (2) Pemenuhan asas
terjangkau dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan
Lampung Barat masih belum terpenuhi, karena biaya yang dipungut belum
terjangkau oleh masyarakat, serta adanya pungutan/sumbangan lain diluar dari
biaya yang telah ditentukan yaitu biaya operasional Pokmas. (3) Hambatan dalam
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Lampung Barat
adalah pemahaman masyarakat yang masih kurang, kondisi mata pencaharian
masyarakat, belum terpasangnya tanda batas tanah, pemberkasan yang tidak
lengkap, dan kurangnya personil pada kantor pertanahan.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Asas Terjangkau.



ABSTRACT

FULL SYSTEMIC LAND REGISTRATION
IN THE EFFORT TO REALIZE AFFORDABLE PRINCIPLES
(Study in West Lampung Regency)

By
YUDHA AJI PRAYOGA

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is regulated in the Regulation of
the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land
Agency Number 6 of 2018. In the West Lampung Regency area there is still a lot
of land that has not been certified, this is because there are still other
levies/donations other than the fees already paid. determined. The problems of this
research are: (1) How is PTSL in the Land Office of West Lampung Regency? (2)
How is the Fulfillment of the Affordable Principle in PTSL at the West Lampung
Regency Land Office? (3) What are the Inhibiting Factors in PTSL at the Land
Office of West Lampung Regency?

This legal research is a normative and empirical legal research. The type of data
consists of secondary data and primary data collected by interviews and
documentation. Data analysis uses qualitative analysis.

The results showed: (1) Complete Systematic Land Registration at the West
Lampung Land Office was carried out based on the Regulation of the Minister of
Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the
Republic of Indonesia Number 6 of 2018 which regulates the implementation of
PTSL, implementation of PTSL activities, completion of PTSL activities, and
financing. . (2) The fulfillment of the affordable principle in Complete Systematic
Land Registration at the West Lampung Land Office has not yet been fulfilled,
because the fees collected have not been reached by the community, as well as other
levies/donations other than the predetermined costs, namely Pokmas operational
costs. (3) Obstacles in Complete Systematic Land Registration at the West
Lampung Land Office are lack of community understanding, community livelihood
conditions, land boundary markings have not been installed, incomplete filings, and
lack of personnel at the land office.

Keywords: Complete Systematic Land Registration, Affordable Principles.
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MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau
telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6-8)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa
memiliki kekayaan alam yang berlimpah, telah menjadi amanat negara untuk
mempergunakan sebesar-besarnya isi bumi untuk kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang — Undang Dasar Tahun
1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat.

Indonesia memiliki hak menguasai negara atas tanah yang ditegaskan dalam pasal
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang (selanjutnya disebut UUPA), yaitu hak menguasai negara atas
tanah, memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan hak-
hak atas tanah termasuk yang dikuasai oleh masyarakat. Artinya kedudukan negara
dalam mengurus dan mengatur hak-hak atas tanah masyarakat terkait dengan

kedudukan sebagai penguasa bukan sebagai pemilik.



Negara Indonesia telah menjamin hak rakyatnya. Sebagai negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Tahun 1945, serta menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak terkecuali.!

Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.
Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum yang dikenal
dengan sebutan Rechts Cadaster/Legal Cadaster. Jaminan kepastian hukum yang
hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak yang

di daftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak.

Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.
Kebalikan dari pendaftaran tanah yang Rechts cadaster adalah Fiscal Cadaster,
yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib
membayar pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).?

Tujuan pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat

merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah. Dalam UUPA pada

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,
(Jakarta : Djambatan), 2008. him. 14.

2 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group), 2011, hlm. 2.



Pasal 19 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran
tanah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan bahwa sertifikat hak atas tanah

merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan atau pemilikan tanah.?

Pemerintah dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang
hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia diwujudkan dengan mengeluarkan
UUPA dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan tujuan dan
kegunaan pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas
tanah tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak — hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan.*

Berdasarkan Pasal 11 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan
bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali
dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pasal 1 angka 9 PP No. 24 Tahun 1997

menyatakan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan

8 F.X. Sumarja, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing, Bandar Lampung, Indepth
Publising, 2012, him.9.

4 Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta,
2004, hlm. 23.



pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum

didaftar berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 PP No.
24 Tahun 1997, merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data
fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur,

buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan- perubahan yang terjadi kemudian.®

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL) berdasarkan
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 yaitu kegiatan Pendaftaran Tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah
di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau
nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan
data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan

pendaftarannya.

Dalam hal peraturan mengenai PTSL meski pemerintah mengeluarkan aturannya,
namun hasilnya belum dapat mewujudkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia
terdaftar. Dalam pelaksanaannya, masih ada peraturan yang masih terdapat kendala
seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tersebut masih mengalami kendala.

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,
Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Djambatan, 2009. him. 474.



Alasan tersebut yang melatarbelakangi untuk diterbitkannya Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap. Selanjutnya pada tahun 2018, dikeluarkan kembali aturan
terdapat peraturan menteri yang mengatur tentang pendaftaran tanah sistematis
lengkap. Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun

2018.

Dikeluarkannya beberapa aturan terkait PTSL dikarenakan jumlah bidang tanah
yang ada di wilayah Indonesia sangat luas, sehingga terkait dengan pendaftaran
tanahnya diperlukan suatu terobosan supaya dalam mewujudkan tertib administrasi
di bidang pertanahan, yang salah satu caranya adalah dengan pendaftaran tanah
yang akan menghasilkan alat bukti berupa sertifikat dapat dicapai dengan waktu

yang tidak terlalu lama.®

Latar belakang pelaksanaan program PTSL yaitu Pemerintah masih menemukan
tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Sertifikat
tanah merupakan alat bukti yang kuat terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat.
Pemerintah telah merencanakan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui
PTSL sampai dengan tahun 2025. Untuk terselenggaranya kegiatan tersebut,

Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres)

® Mira Novana Ardani, Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011),
Vol 6, hlm 270 — 272



Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di

Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dalam program PTSL ini
menargetkan sertifikat tanah gratis peta bidang tanah ada 260 ribu bidang.
Kemudian untuk persertifikatannya ada 240 ribu bidang pada tahun 2020.” Salah
satu kabupaten di Lampung yang melaksanakan program PTSL ini yakni,
Kabupaten Lampung Barat. Tujuan dari PTSL yaitu untuk mempercepat pemetaan

bidang tanah di Lampung Barat.

PTSL yang dilaksanakan di Lampung Barat, pada dasarnya sebagai bentuk
perhatian dari Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum hak atas tanah masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah
sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat Lampung Barat. Akan
tetapi, di Lampung Barat masih banyak tanah yang belum bersertifikat, hal ini
disebabkan karena adanya pungutan/sumbangan lain diluar dari biaya yang telah

ditentukan dalam PTSL tersebut.

Didalam Keputusan Bersama Menteri ATR/ Kepala BPN, Mendagri, Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang

"https://www.google.com/amp/s/m.lampost.co/amp/bpn-target-240-ribu-bidang-tanah-bersertifikat-
di-2020.html diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 19.15



https://www.google.com/amp/s/m.lampost.co/amp/bpn-target-240-ribu-bidang-tanah-bersertifikat-di-2020.html
https://www.google.com/amp/s/m.lampost.co/amp/bpn-target-240-ribu-bidang-tanah-bersertifikat-di-2020.html

Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyatakan bahwa
besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL, yang dibagi
dalam 5 (lima) Kategori, dan Lampung masuk dalam Kategori IV (Provinsi Riau,
Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan) sebesar Rp

200.000,00.

Namun pelaksanaan PTSL di Lampung Barat pada Tahun 2019 besaran biaya pada
Kecamatan Way Tenong Pekon Sukaraja sebesar Rp. 700.000,00 per buku/ bidang.
Dalam hal ini masyarakat masih terkendala dengan mahalnya biaya tersebut.
Walaupun biaya dalam pembuatan sertifikat diatas telah disepakati bersama pada 3
Januari 2019 dalam Berita Acara Pembuatan PTSL sertifikat Pekon Sukaraja
Kecamatan Way Tenong yakni dengan hasil musyawarah masyarakat bersedia
mengeluarkan dana sebesar Rp. 200.000,00 dan dana tambahan operasional Rp.
500.000,00 sebagai dasar untuk memfasilitasi tugas Pokmas mulai awal pendataan

sampai akhir selesainya pembuatan sertifikat.

Penerbitan sertifikat tanah seharusnya disesuaikan dengan keterjangkauan
masyarakat, sesuai dengan asas pendaftaran tanah yakni asas terjangkau
mengamanatkan untuk biayanya penerbitan sertifikat tanah terjangkau oleh
golongan ekonomi menengah. Dengan adanya Asas Terjangkau dalam Pendaftaran
Tanah adalah bertujuan meringankan beban bagi pihak tertentu yang ditunjuk

tersebut, sehingga dapat menjangkau pihak — pihak yang memerlukan, khususnya



masyarakat ekonomi menengah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128
Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yang Berlaku Pada Kementerian ATR/ Kepala BPN Pasal 22 dan Pasal 24.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul
“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam upaya mewujudkan asas terjangkau

(studi di Kabupaten Lampung Barat )”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimanakah PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat ?

2. Bagaimanakah Pemenuhan asas terjangkau dalam PTSL di Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Barat ?

3. Apakah Faktor penghambat dalam PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten

Lampung Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui PTSL di kantor pertanahan kabupaten lampung barat.

2. Untuk mengetahui pemenuhan asas terjangkau dalam PTSL di kantor pertanahan
kabupaten lampung barat.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam PTSL di kantor pertanahan



kabupaten lampung barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan
pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara
khususnya Hukum Administrasi Pertanahan yang berkenaan dengan PTSL.
Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan Lampung Barat, sebagai sumbangan pemikiran

dalam mengoptimalkan PTSL.
b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

mengenai PTSL.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendaftaran Tanah Kolonial dan Nasional

Sebelum penjajahan di Indonesia, hukum yang berlaku/mengatur tata kehidupan
masyarakat utamanya dalam penguasaan tanah dikenal dengan Hukum Adat yang
sifatnya lisan, merupakan kebiasaan atau adat — istiadat sehingga, sulit ditemukan

dokumen yang dapat menjelaskan secara terinci penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Pada masa penjajahan, hukum yang berlaku di Indonesia bersifat dualistis, yakni
berlakunya Hukum Barat (bagi golongan: Eropa, Timur Asing, dan golongan Bumi
putera yang menundukkan diri), disamping itu berlaku juga Hukum Adat dari
golongan Bumi putera. Hal ini disebabkan karena setelah masuknya penjajah ke
Indonesia, maka diberlakukan juga sistem hukum yang berlaku di negara asalnya
ke wilayah-wilayah yang menjadi daerah taklukkan, sedangkan di samping tetap

berlaku Hukum Adat bagi daerah yang belum ditaklukkan.

2.1.1 Pendaftaran Tanah Kolonial
Pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada zaman kolonial
hanya mengenai tanah — tanah Eropa saja, yang jumlah serta luasnya jauh lebih

kecil dari pada jumlah dan luas tanah Indonesia. Salah satu sebab utama
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pemerintah saat itu tidak menyelenggarakan pendaftaran tanah bagi tanah-
tanah Indonesia adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk
penyelenggaraan kadasternya. Usaha menyelenggarakan kadaster bagi tanah-
tanah Indonesia selalu gagal karena persoalan biaya. Persoalan
penyelenggaraan kadaster Indonesia (tanah-tanah Indonesia) yang oleh Rudolf
Hermanses dikenal sebagai suatu “Millioenen kwestie”/persoalan yang

memerlukan biaya jutaan.

Di samping pendaftaran tanah-tanah Eropa yang diselenggarakan oleh

Pemerintah di seluruh Indonesia, diberbagai daerah diselenggarakan pula

pendaftaran tanah mengenai tanah — tanah Indonesia berdasarkan hukum adat

setempat atau peraturan yang dibuat penguasa setempat, misalnya:

a. Pendaftaran tanah mengenai tanah-tanah Subak di Bali yang
diselenggarakan oleh pengurus subak berdasarkan hukum adat setempat;

b. Pendaftaran tanah yang diselenggarakan di kepulauan Lingga berdasarkan
peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan Soleiman (Pendaftaran tanah ini
dihapuskan Pemerintah tahun 1913);

c. Pendaftaran tanah mengenai tanah — tanah hak grant di Medan berdasarkan
peraturan Gemeente (Kotapraja) Medan;

d. Pendaftaran tanah di Yogyakarta berdasarkan peraturan yang dikeluarkan
Sultan Yogyakarta (diumumkan dalam Rijksblad Kasultanan tahun 1926 No.

13);
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e. Pendaftaran tanah di Surakarta berdasarkan peraturan yang dikeluarkan
Sunan Surakarta (diumumkan dalam Rijksblad Kasunanan tahun 1938 No

14).8

2.1.2. Pendaftaran Tanah Nasional

Pada tahun 1960 indonesia memasuki suatu babak baru dalam bidang
pertanahan atau agraria, karena pada tahun ini baru pertama kali membuat
produk hukum yang menyangkut perkembangan pertanahan di Indonesia.
Tepatnya pada tanggal 24 September 1960 pemerintah mengesahkan Undang
— Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok — Pokok

Agraria (UUPA).

Pada era ini hukum tanah di Indonesia mengalami perombakan pada saat
diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga dapat
dikatakan bahwa pada tanggal tersebut muncul pembaharuan hukum tanah
yang berlaku di Indonesia. UUPA mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan
hukum tanah kolonial, dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme
hukum tanah di Indonesia, serta menciptakan dasar — dasar bagi pembangunan
hukum tanah nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum

nasional Indonesia yang asli.

8 FX. Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, him 29-

30
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Pendaftaran tanah yang merupakan bagian dari urusan agraria kemudian
mengacu pada UUPA, ketentuan pendaftaran tanah pada UUPA terdapat dalam
Pasal 19. Aturan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana,
yaitu PP Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan PP Nomor 24
Tahun 1997, hadirnya peraturan pelaksana ini menjadi jawaban akan
kebutuhan kepastian hukum pada para pemilik tanah. Mengingat pendaftaran
tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.®

2.1.2.1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun,
termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun serta hak —hak tertentu yang membebaninya. Bidang tanah
adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang

terbatas dengan ukuran panjang dan lebar.°

% Sutedi, Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2007), him.112.
10 FX. Sumarja, Op.cit, him. 41.
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Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus
berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan,
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun termaksud pemberian sertifikat, sebagai surat tanda
bukti hanya bidang — bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik
atas satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat sebagai surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
hak milik atas satuan rumah susun serta hak — hak tertentu yang

membebaninya.

2.1.2.2. Landasan Hukum Pendaftaran Tanah

a. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok — Pokok Agraria (UUPA).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran
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Tanah Sistematis Lengkap.

d. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap.

2.1.2.3. Asas Pendaftaran Tanah

Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan
merupakan dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada
pendaftaran tanah. Oleh karena itu, dalam pendaftaran tanah ini terdapat
asas yang harus menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran

tanah.!

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

a. Asas sederhana
Asas sederhana dimaksud agar ketentuan-ketentuan pokoknya
maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak
yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

b. Asas aman

11 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 164
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Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya
dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan
pendaftaran tanah itu sendiri.

. Asas terjangkau

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan
kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan
dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa

terjangkau oleh para pihak yang membutuhkan.

Asas ini menjelaskan agar terjangkaunya pendaftaran tanah bagi
pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memerhatikan

kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi menengah.

Pelayanan yang diberikan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah
harus terjangkau oleh pihak yang memerlukan. Dalam peraturan
pemerintah diatur biaya — biaya yang bersangkutan dengan
pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (4) Pasal 19 UUPA, dengan
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya — biaya tersebut. Tidak hanya itu asas terjangkau

dimaksudkan memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran serta
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kepedulian masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

d. Asas mutakhir
Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara
terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan
di Kantor Pertanahan selalui sesuai dengan keadaan nyata di lapangan,
dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang
benar setiap saat.

e. Asas terbuka
Asas terbuka dimaksudkan untuk dapat memberikan akses yang
seluas-luasnya kepada masyarakat agar mendapatkan informasi

mengenai pertanahan.?

2.1.2.4. Tujuan Pendaftaran Tanah

Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA yaitu bahwa
pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian
hukum di bidang pertanahan, sebagaimana pada garis besarnya telah
dikemukakan dalam pendahuluan tujuan pendaftaran tanah seperti yang
dinyatakan dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 adalah :

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak —

2 Hermit Herman, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda.
Bandung: Mandar Maju, 2004. hlm. 164-165.
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hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak — pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang — bidang tanah dan satuan rumah susun yang
sudah terdaftar;

c. Untuk  terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan.
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan
perwujudan, tertib administrasi di bidang pertanahan untuk mencapai
tertib administrasi tersebut disetiap bidang tanah dan satuan rumah
susun termaksud peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib

didaftarkan.

2.1.2.5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai dengan pengaturan dalam PP
No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 11 menentukan
bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan

pemeliharaan data pendaftaran tanah.

a. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
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Pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan, kecuali mengenai kegiatan — kegiatan tertentu yang
ditugaskan kepada pejabat lain yaitu kegiatan-kegiatan yang
pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala
Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik dan

pemetaan fotogrametri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan
dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain
yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu
menurut PP No. 24 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan, misalnya pembuatan akta oleh PPAT dan PPAT
Sementara, pembuatan akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) oleh Notaris, pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat
Lelang, dan Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik oleh

Panitia Ajudikasi.’®

Pasal 1 angka 9 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran
tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang

dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar

18 FX. Sumarja, Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
2008, him. 33.
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang

Pendaftaran Tanah.

. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Pelaksana pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPAT dan PPAT Sementara
yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39
dan Pasal 40 mengenai Pemindahan Hak, Pasal 44 mengenai
Pembebanan Hak, Pasal 51 mengenai Pembagian Hak Bersama, serta
Pasal 62 mengenai sanksi administratif jika dalam melaksanakan
tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akta PPAT
merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data

pendaftaran tanah.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka
12 PP No. 24 Tahun 1997, merupakan kegiatan pendaftaran tanah
untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan
sertifikat dengan perubahan- perubahan yang terjadi kemudian.
Pemegang hak diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan data fisik
dan data yuridis kepada kantor pertanahan.

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terbagi menjadi:
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1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, terdiri dari:
a) Pemindahan hak;
b) Pemindahan hak dengan lelang;
c) Peralihan hak karena pewarisan;
d) Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan
atau koperasi;
e) Pembebanan hak;
f) Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
g) Lain — lain.
2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, terdiri dari:
a) Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah;
b) Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah;
c) Pembagian hak bersama;
d) Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun;
e) Peralihan dan hapusnya hak tanggungan;
f) Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan;

g) Perubahan nama.

Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah hanya mengatur hal-hal
yang bersifat umum, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci

diatur dalam peraturan pelaksana tersendiri, sehingga aturan — aturan



22

mengenai pendaftaran tanah dapat lebih mudah untuk mengikuti
perkembangan teknologi. Peraturan Pelaksana dari PP Pendaftaran
Tanah yang berlaku adalah Peraturan Menteri Agama/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.'*

2.1.2.6. Objek Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 9 PP No.24 Tahun 1997, objek Pendaftaran Tanah,

adalah sebagai berikut :

a. Hak Milik, adalah hak turun — temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan
dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA. Hak milik memiliki fungsi ekonomi,
yaitu dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani
tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UUPA.

Ciri — ciri hak milik adalah sebagai berikut:

1. Hak milik adalah hak yang terkuat sehingga harus didaftarkan.
(Pasal 20 UUPA)

2. Dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli warisnya
(Pasal 20 UUPA).

3. Dapat dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat (Pasal 20

14 Suwito, Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendafiaran Tanah,
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, CV. Laksana Mandiri, Jakarta, 1998, him. 71-72.
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jo Pasal 26 UUPA).

4. Dapat menjadi induk dari hak-hak atas tanah yang lain, artinya
dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lain, yaitu hak guna
bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil,
dan hak menumpang. Hak milik sebaliknya tidak dapat berinduk
pada hak atas tanah lainnya.

5. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
(Pasal 25 UUPA).

6. Dapat dilepaskan oleh mempunyai hak atas tanah (Pasal 27
UUPA).

7. Dapat diwakafkan (Pasal 49 ayat (3) UUPA).%°

Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana yang

disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu :

1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat.

2. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah.

3. Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan Undang-
Undang. '

b. Hak Guna Usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang

dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 35

15 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,Sejarah Pembentukan UUPA,Isi dan Pelaksanaanya,
(Jakarta : Djambatan), 2003, hlm. 55.

16 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta : Kencana), 2008,

hlm. 93-95.
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tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun guna

perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat (1)

UUPA). Sifat — sifat dari Hak Guna Usaha adalah :

1. Hak atas tanah untuk mengusahakan tanah Negara untuk
keperluan perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

2. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan
waktu 25 tahun.

3. Luas minimum 5 Hektar jika luasnya lebih dari 25 Ha, harus
mempergunakan tehnik perusahaan yang baik.

4. Dapat beralih dan dialihkan.

5. Dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani Hak
Tanggungan.'’

c. Hak Guna Bangunan, adalah Hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan — bangunan atas tanah yangg bukan
pemiliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun (Pasal
35 ayat (1) dan (2) UUPA). Dalam hal ini pemilik bangunan
berbeda dari pemilik hak atas tanah dimana bangunan tersebut

didirikan. Ini berarti seorang pemegang Hak Guna Bangunan

adalah berbeda dari pemegang Hak Milik atas bidang tanah dimana

17 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan , (Jakarta : Prestasi Pustaka), 2002, hlm. 17-18.
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bangunan tersebut didirikan; atau dalam konotasi yang lebih umum,
pemegang Hak Guna Bangunan bukanlah pemegang Hak Milik
dari tanah dimana bangunan tersebut didirikan.8

d. Hak Pakai, adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung ileh negara atau tanah milik
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentuka
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian sewa menyewa atau
perjanjian dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini (Pasal 41
ayat(1) UUPA).

e. Tanah Hak Pengelolaan, dalam Pasal 1 PP No. 36 tahun 1997
tentang Pengenaan Bea Peroolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
Pemberian Hak Penelolaan, adalah Hak menguasai dari negara atas
tanah yan kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan
kepada pemegangg haknya untuk merencanakan peruntukan dan
penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan
pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian — bagian tanah tersebut
kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

f. Tanah Wakaf, Wakaf tanah hak miilik diatir dalam Pasal 43 ayat(3)

UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan

18 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah,.( Jakarta : Kencana Prenada Media
Group), 2004, hlm. 190.
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peraturan pemerintah. Dalam perwakafan tanah hak milik terdapat
pihak yang mewakafkan tanah disebut Wakif, pihak penerima
tanah wakaf disebut Nadzir, pithak pemuat akta ikrar wakaf adalah
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan pihak yang mendaftarkan
tanah yang diwakatkan adalah kantor pertanahan kabupaten/kota.

. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, adalah hak milik atas satuan
yang bersifat perorangan dan terpisah, meliputi juga hak atas
bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang
semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan
dengan satuan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU
No. 16 tahun 1985).

. Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak
atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA, berikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan
dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor — kreditor lain. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 4 tahun

1966).

I. Tanah Negara, tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung

oleh negara adalah tanah yan tidak dipunyai dengan sesuatu hak
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atas tanah (Pasal 1 angka 3 PP No. 2 tahun 1997).1°

2.1.2.7. Sertifikat Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak

Setiap hak yang dibukukan itu dibuatkan salinan dari buku tanah yang
bersangkutan, dan untuk menguraikan tanahnya dibuatkan surat ukur.
Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijilid menjadi satu
bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan

dengan peraturan, disebut sertifikat.

Sedangkan sertifikat tanah adalah “Surat tanda bukti hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah,
hak atas pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun
dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam

buku tanah yang bersangkutan.

Sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang

bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah di

daftarkan dalam buku tanah. Fungsi sertifikat tanah, yaitu:

a. Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA.

Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya

19 Urip Santoso, Pendafiaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group), 2010, hlm. 25-30.
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sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah. Apabila telah jelas
namanya tercantum dalam sertifikat itu. Semua keterangan yang
tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan
harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar
sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

b. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak
bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada
pemiliknya. Apabila pemegang hak atas tanah itu seorang
pengusaha maka akan memudahkan baginya mengembangkan
usahanya karena kebutuhan akan modal mudah diperoleh.

c. Bagi pemerintah, adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan
bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada Kantor
Pertanahan, dan apabila sewaktu — waktu diperlukan dengan
mudah diketemukan. Data ini sangat penting untuk perencanaan
kegiatan pembangunan misalnya pengembangan kota, pemasangan
pipa — pipa irigasi, kabel telepon, penarikan pajak bumi dan

bangunan, dan sebagainya.?

Tanah memegang peranan penting bagi kehidupan manusia sehingga
terdapat ketentuan yang mengatur hal — hal yang berkaitan dengan

tanah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi suatu tindakan atau

20 Sutedi Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah , (Jakarta : Sinar Grafika),2012, hlm. 57
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perbuatan yang sewenang- wenangan dari pihak yang satu kepada
pihak lainnya. Kesewenang — wenangan ini tentunya dapat
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Mengingat pentingnya
peranan tanah bagi kehidupan manusia, hak kepemilikan atas tanah
bersifat mutlak sehingga hal ini secara tidak langsung meniadakan
kemungkinan hak milik atas suatu tanah diganggu gugat oleh pihak

lainnya yang tidak memiliki kepentingan atas tanah tersebut.?!

2.2. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

Pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam PP
No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka (9) yaitu Pendaftaran tanah untuk pertama kali
adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran
tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. Kemudian dalam
Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama
kali meliputi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;

b. Pembuktian hak dan pembukuannya;

c. Penerbitan sertifikat;

d. Penyajian data fisik dan data yuridis;

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

21 Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta : Visimedia), 2010, him. 5.
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Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui, pendaftaran tanah

secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.

2.2.1. Pendaftaran tanah secara sistematik

Menurut Pasal 1 angka 10 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah
secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang

belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan melalui Ajudikasi. Dalam
Pasal 1 angka 8 bahwa Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam
rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan
dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau
beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh pejabat lainnya antara lain:
a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

b. Panitia Ajudikasi

c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

d. Pejabat dari Kantor Lelang.

e. Kepala Desa/Kepala Kelurahan

2.2.2. Pendaftaran tanah secara sporadik
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Menurut Pasal 1 angka 11 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah
secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau

bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Pendaftaran tanah secara sporadik baik yang bersifat individual (perseorangan)
dan massal (kolektif) maka harus menyiapkan sendiri dokumen — dokumen
yang diperlukan dan langsung datang ke Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten
setempat dengan mengajukan permohonan tanah yang akan didaftar untuk
disertifikatkan serta menanggung sendiri seluruh biaya yang dibebankan

ditanggung oleh pemohon sendiri.

Proses pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan oleh Kepala Kantor
Pertanahan dengan dibantu oleh beberapa pejabat yaitu,antara lain :

a. Panitia A;

b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

c. Kepala Desa/Kelurahan;

d. Kepala Kecamatan.

Sistem publikasi pendaftaran tanah yang digunakan dalam pendaftaran tanah
menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu sitem negatif

yang mengandung unsur positif hal ini dikarenakan menghasilkan surat-surat
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tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.?? Dalam
proses pendaftaran tanah yang memiliki prosedur pengumpulan sampai
penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan serta pemeliharaannya
dan penerbitan sertifikat, namun dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

harus dapat dipertanggung jawabkan pada kebenaran data yang diperoleh.?

2.3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, PTSL adalah
kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi
semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu
wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi
pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek

Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

2.3.1.Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Tujuan PTSL menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun
2018 Pasal 2 ayat (2) adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum
dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas
sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel,
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan

ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik

22 Boedi Harsono, Op.cit, hlm 477.
23 Jimmy Joses Sembiring, Op.cit. him.. 26-27.
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pertanahan.

2.3.2. Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Obyek PTSL menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun
2018 Pasal 4 ayat 1 dan 2 adalah obyek PTSL meliputi seluruh obyek

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Obyek PTSL sebagaimana dimaksud meliputi seluruh bidang tanah tanpa
terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang
tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data
pendaftaran tanah, meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya
maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan

PTSL.

2.3.3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pasal 4 ayat (4) Pelaksanaan
kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:

a. perencanaan;

b. penetapan lokasi;

C. persiapan;
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d. pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;
e. penyuluhan;

f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;

g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;

h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;

i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;

J. pembukuan hak;

K. penerbitan sertipikat hak atas tanah;

|. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan

m. pelaporan.

2.3.4. Panitia Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun

2018 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala kantor pertanahan

membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas. Pada pasal 12

Panitia Ajudikasi PTSL terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;

b. Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai
Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;

c. Wakil Ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai

Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan;
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d. Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang
ditunjuknya; dan

f. Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.

Panitia Ajudikasi PTSL adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Kepala
Kantor Pertanahan untuk melaksanakan PTSL. Panitia Ajudikasi PTSL juga
dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi. Satgas Fisik
terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak
Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Surveyor
Kadaster Berlisensi, Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau KJSKB

yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang fisik Panitia Ajudikasi PTSL.

Satgas Yuridis terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai
Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Perangkat
Desa/Kelurahan, perangkat RT/RW/Lingkungan, organisasi masyarakat,
Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dan/atau unsur masyarakat

lainnya yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang yuridis Panitia Ajudikasi PTSL.

Satgas Administrasi terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, dan
dapat dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Negeri Kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL.
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Satgas ini dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi

beberapa desa/kelurahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan dua hal pendekatan, yaitu

secara normatif dan empiris:

1. Pendekatan secara normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar
untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan dan literatur — literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti pada penelitian ini.

2. Pendekatan secara empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk
melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum
dilingkungan masyarakat. Dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi
penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang — undangan atau
aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan
wawancara dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan

informasi mengenai PTSL di Kabupaten Lampung Barat.
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3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data pimer dan data

sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan
dan pendapat dari para responden dan kenyataan yang ada di lapangan melalui
wawancara dan observasi. Untuk memperoleh data primer diperlukan penelitian
dan pengamatan langsung dilokasi terkait dan dilakukan wawancara dengan
Bagian Hubungan Hukum Pertanahan, camat/peratin di daerah tersebut serta
masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL.

2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari
berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari bahan pustaka yang
berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku — buku,
dokumen, peraturan perundang — undangan dan hasil penelitian hukum yang ada
hubungan dengan penelitian yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya yang
berupa undang-undang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:
1. Undang — Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.

5. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian ATR/ Kepala BPN.

8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan SKB 3 (tiga) Menteri No. 34
Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa berupa
buku-buku bacaan, literatur, maupun data lainnya yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum lain yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
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seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan
bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-
bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah

yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh

prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara
membaca, mengutip, mencatat dan memahami undang-undang, peraturan
pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara
menggunakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung
yang sudah ditentukan secara garis besar kepada informan dan akan

dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.4. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi data, adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok yang telah

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar — benar diperlukan dan
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akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan
merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan

sehingga mempermudah interpretasi.

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang
menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara
logis, rinci dan jelas, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik
kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan
kesimpulan seraca indukatif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta —
fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai

jawaban dari permasalahan yang dibahas.



BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Setelah peneliti melakukan penelitian dan pembahasan, Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap dalam upaya mewujudkan asas terjangkau Pada Kantor

Pertanahan Lampung Barat maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Barat dilaksanakan berdasarkan ketentuan sesuai dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap yang mengatur penyelenggaraan PTSL,
pelaksanaan kegiatan PTSL, penyelesaian kegiatan PTSL, dan pembiayaan.

2. Pemenuhan asas terjangkau dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat masih belum terpenuhi,
karena biaya yang dipungut belum terjangkau oleh masyarakat, masyarakat
beranggapan bahwa biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap masih

tergolong mahal khususnya adanya pungutan/sumbangan lain diluar dari
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biaya yang telah ditentukan yaitu biaya operasional Panitia Pelaksana Pekon
atau Pokmas.

3. Hambatan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Barat adalah pemahaman masyarakat yang
masih kurang, kondisi mata pencaharian masyarakat, belum terpasangnya
tanda batas tanah, pemberkasan yang tidak lengkap dan kurangnya personil
kantor pertanahan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan Terhadap Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap dalam upaya mewujudkan asas terjangkau pada Kantor
Pertanahan Lampung Barat maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Kantor pertanahan lebih
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan memiliki trobosan —
trobosan seperti peraturan baru mengenai peringanan biaya pendaftaran
tanah seperti aturan penggolongan besaran biaya sesuai dengan luas tanah
pemilik tanah..

2. Didalam UUPA Pasal 19 ayat (4) yang berisi, ketentuan bahwa rakyat yang
tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut. Dengan adanya
peraturan tersebut pemerintah harus menjamin masyarakat yang tidak
mampu untuk dibebaskan dari persoalan pembiayaan mengingat bahwa

tujuan diadakannya pendaftaran tanah adalah untuk tertib administrasi
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pertanahan dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia.

Pemerintah pekon dan masyarakat harus berkoordinasi mengenai
pemasangan patok batas tanah sehingga tidak menghambat pengukuran.
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat
meningkatkan sosialisasi tentang pertanahan Kkhususnya mengenai
pembiayaan dan persyaratan dalam pendaftaran program PTSL.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat
meningkatkan kualitas SDM yang berkompetensi dangan mengadakan
rekrutmen pegawai kontrak dan menyusun time schedule/jadwal

pelaksanaan secara cermat.
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